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BAB III 

   PENUTUP  

A. Kesimpulan   

Penggunaan sempadan pantai sebagai restoran sepanjang pantai Di 

Desa Sanur Kauh tidak sesuai dengan Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar karena seluruh restoran 

letaknya kurang dari 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi air laut. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Denpasar, sempadan pantai merupakan kawasan 

perlindungan setempat yang bebas dari segala kegiatan pembangunan, kecuali 

aktivitas yang telah diatur oleh Pasal 65 Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Sempadan pantai ini 

merupakan tanah dengan status tanah negara yang bebas dari segala 

pembangunan. Oleh karena itu seluruh pemilik restoran tidak memiliki ijin usaha 

maupun Persetujuan Bangunan dan Gedung. Disisi lain, Desa Adat merasa 

diuntungkan dengan penggunaan sempadan pantai ini karena dilakukannya 

pemungutan retribusi dengan alasan bahwa sempadan pantai yang digunakan 

untuk membangun restoran berada di wilayah Desa Adat Intaran, Desa Dinas 

Sanur Kauh. Mengetahui terjadinya pelanggaran penggunaan sempadan pantai, 

Dinas PUPR tidak tinggal diam saja, akan tetapi dengan sigap melakukan 

penindakan secara bertahap dimulai dari pemberian SP-1, SP-2, SP-3. Apabila 

keseluruhan surat peringatan ini tidak digubris, Dinas PUPR dengan Satpol PP 

telah melakukan pembongkaran secara paksa. Dari keseluruhan bangunan yang 
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melanggar sejumlah 30 (tiga puluh) bangunan, baru 15 (lima belas) yang baru 

dibongkar.   

B. Saran  

Pemerintah Kota Denpasar hendaknya melakukan pengawasan secara berkala 

terhadap pengguna sempadan pantai supaya pemakaian sempadan pantai tanpa 

ijin tidak cepat menjamur.  
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